
I SALINAN I 
WALIKOTA MATARAM 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM 

NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MATARAM, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan 
sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3531); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5209); 

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 680); 



26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri 
E); 

27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 3 Seri A); 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah 
Rp. l.312.997.591.384,73 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

b. Belanja Daerah 

Rp 

Rp 

Surplus (Defisit) Rp 

l.211.783.220.893,93 

l.295.437.591.384,73 

(83.654.370.490,80) .,. 

83.654.370.490,80 

0,00 

Rp 

Rp 101.214.370.490,80 

17.560.000.000,00 .,. 

Pembiayaan Netto Rp 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 

2. Pengeluaran 

a. Pembiayaan Daerah 

1 . Penerimaan 

Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimkasud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

b. Dana Perirnbangan sejumlah 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

215.599.750.389,00 "' 
768.786.761.000,00 ,, 

227.396.709.504,93 - 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis 
Pendapatan : 

a. Pajak Dacrah scjumlah 

b. Retribusi Daerah sejumlah 

Rp 
Rp 

92.655.000.000,00 

19.873.500.000,00 



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 12.400.826.389,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 90.670.424.000,00 ., 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
Pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah 

b. Dana Alokasi Umum sejurnlah 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

63.672.014.000,00 � 

593.930.707.000,00 ,, 

111.184.040.000,00 ,. 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan : 

a. Hibah sejumlah 

b. Dana Darurat sejumlah 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah 
lainnya sejumlah 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 
Lainnya sejumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

9.000.000.000,00 ,; 

0,00 

76.775.311.504,93 ,, 

130.989.598.000,00 ' 

10.631.800.000,00 ,, 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 
b. Belanja Langsung sejumlah 

Rp 

Rp 

657.253.939.434,72 

638.183.651.950,0l .... 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 595. 737 .687.200, 72 

b. Belanja Sunga sejumlah Rp 0,00 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp 33.454.425.802,00 ,,, 

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 23.500.807.652,00' 

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 912.798.780,00 ., 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.648.220.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah 

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah 

c. Belanja Modal sejumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

85.294.058.779,00 � 

265.047.268.211,01 ,, 

287.842.324.960,00 ,, 



Pasal4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp 101.214.370.490,80 

b. Pengeluaran sejumlah Rp 17.560.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 101.214.370.490,80 - 
(SILPA) sejumlah 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 
e. Penerimaan Kembali Pernberian Pinjarnan sejumlah Rp 0,00 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejurnlah Rp 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

0,00 
17.560.000.000,00 

0,00 

0,00 

Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-Iampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I Ringkasan APBD; 
b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD; 
c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

Lampiran VI 
Lampiran VII 

f. 

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 

h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

g. 

e. 

1. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 



Pasal 6 
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. 

Ditetapkan di Mataram 
pada tanggal 19 :;opember 2015 

TA MATARAM,(?', 

DAYAN! 
Diundangkan di Mataram 
pada tanggal 19 :To!)enber 2015 

SEKRETA S DAERAH 
KOTA M ARAM, 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

TTD 

MANSUR I SH. MH 
NIP.197012312002121035 

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINS! NUSA TENGGARA 
BARAT: ( f2 /2015) 


